
  

BUPATI BOALEMO 
PROVINSI GORONTALO 

  

PERATURAN BUPATI BOALEMO 

NOMOR 1 TAHUN 2020 

TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

Menimbang 

Mengingat 

TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

1. 

BUPATI BOALEMO, 

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan 

Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2020, 

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851): 

Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang 

Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang 

- Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan 

Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3965):



3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286), 

4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355): 

5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400), 

6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4421), 

7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), 

8. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049): 

9. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234), 

10. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 

|



Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang 

Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 118, Tembahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4138), 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 199, Tembahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4139), 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5340): 

15, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 4575), 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 

|



17, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5155), 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

18. 

19. 

20. 

2. 

22. 

23. 

24. 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585), 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614): 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165), 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272), 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106), 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6279: 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233): 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan 

|



26. 

27. 

23. 

29. 

30. 

Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 310), 

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Layanan Umum Daerah, 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial 

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

123 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 15), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional 

Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 807), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 157), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020: 

Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 

2011 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 

2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

! 
Boalemo Nomor 171):



31. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 1 Tahun 

2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Boalemo Tahun 2020 Nomor 1), 

Memperhatikan :l. Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 

399/29/X11/2019 Tentang Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Boalemo Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan 

Peraturan Bupati Boalemo Tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Boalemo Tahun Anggaran 2020: 

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Boalemo Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Persetujuan 

DPRD Kabupaten Boalemo Atas Rancangan Peraturan 

Daerah Kabupaten Boalemo Tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 

Dan Rancangan Peraturan Bupati Boalemo Tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2020 menjadi 

Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo. 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan . PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020. 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri 

atas: 

1. Pendapatan : 

  

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 67.337.407.165,- 

b. Dana Perimbangan Rp. 683.251.521.000,- 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp.  117.109.604.000.,- 

Jumlah Pendapatan Rp. 867.698.532.165,- 

2. Belanja: 

a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai Rp. 280.971.626.867,- 

l 
aa ———



2) Belanja Hibah Rp. 15.659.540.643,- 

3) Belanja Bantuan Sosial Rp. 100.000.000, - 

4) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi 

/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Rp. 3.696.233.832,- 

5) Belanja Bantuan Keuangan kepada 

Provinsi/ Kabupaten/Kota dan 

  

  

  

Pemerintahan Desa Rp. 141.161.644.700,- 

6) Belanja Tidak Terduga Rp. 1.000.000.000.- 

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 442.589.046.042,- 

b. Belanja Langsung 

1) Belanja Pegawai Rp. 57.964.809.051,- 

2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 147.094.918.470,- 

3) Belanja Modal Rp. 247.049.758.602.- 

Jumlah Belanja Langsung Rp. 452.109.486.123,- 

Jumlah Belanja Rp. 894.698.532.165,- 

Surplus/ (Defisit) Rp (27.000.000.000),- 

7) Pembiayaan: 

a. Penerimaan Rp. 27.000.000.000,- 

b. Pengeluaran Rp. 0,00,- 

Jumlah Pembiayaan Netto Rp 27.000.000.000,- 

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 

berkenaan Rp. 00,00,- 

Pasal 2 

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal I tercantum dalam 

Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini 

dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan 

Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang- 

undangan.



Pasal 6 

Proyeksi anggaran belanja yang dananya bersumber dari dana 

perimbangan dan lain - lain pendapatan daerah yang sah yang merupakan 

bagian dari pendapatan daerah, dapat direalisasikan sepanjang dana 

tersebut telah ditransfer ke kas daerah oleh Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Provinsi Gorontalo. 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Boalemo. 

Ditetapkan di Tiamuta 

  

Diundangkan di Tilamuta 
Padatanggal 1 Januari 2020 

SEKRETARIS DAE 1 KABUPATEN BOALEMO    
(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2020 NOMOR 1)


